'BUPATI BOMBANA s
PR('i)VINSI SULAWESI TENGGARA

-~ PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 10 TAHUN 2018

| TENTANG o
PEMANFAATAN DANA ATAS PEMBAYARAN KLAIM PROGRAM JAMINAN

| PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DI KABUPATEN BOMBANA 5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| : BUPATI BOMBANA

‘Kesehatan Republik Indonesia bahwa setiap ibu yang
melahirkan biaya persahnannya ditanggung - oleh

(J ampersal) ;

Bupati;

~c. bahwa berdasarkan per’umbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Atas Pembayaran Klaim Program Jaminan Persalinan
pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Janngannya di
,, Kabupaten Bombana s

~ Mengingat e S lrl‘i‘_vUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran ‘Negara Repubhk
~ Indonesia - Tahun = 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

-Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

Indonesia Tahun - 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339),

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
| sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
“Republik Indonesia Tahun 2004  ‘Nomor - 150,
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
;Nomor4456), B , , . rf

,3'_.‘, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

_Menimbang ~ : a bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu
‘ s dan anak telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri

pemerintah melalui program Jamman Persahnan’ :

b. bahwa agar penyelenggaraan program Jamman
Persalinan di Kabupaten Bombana dapat ‘berjalan
efektif dan cfisien maka perlu diatur dalam Peraturan'_ ‘

Peraturan Bupati Bombana tentang Pemanfaatan Dana

2. rUndang—Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang |

‘Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

AN




11

14

10,

.

Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara. Republik Indonesia »

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara :

: Repubhk Indonesia Nomor 5063);

‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
'|'Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara ' Republik -
| Indonesia - Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran - Negara Republik - Indonesia Nomor 5587); B
sebagalmana ‘telah diubah beberapa kali terakhir -

dengan Undang—Undang ‘Nomor -9 Tahun 2015

‘tentang  Perubahan Kedua - Atas Undang—Undang e
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
‘Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o

‘Indonesia Nomor 5679);

Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang"
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara ‘Republik
‘Indonesia  Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan = - .
'Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5607); s
Peraturan Pre31den Nomor 72 Tahun 2003 tentang S
Sistem  Kesehatan Nasional (Lembaran Negara -

" ;Repubhk Indone51a Tahun 2012 Nomor 193); RS
Peraturan Menten Kesehatan Repubhk Indone31af i
Nomor = - 2562/ Menkes/PER/XII/2011 ‘ tentang L

Petunjuk Teknis Jamlnan Persalinan;

Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\ it
2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah ~

o (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun 2015 Nomor :

2036);

.»Peraturan Menten Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015’,, L
\tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Kesehatan,serta Sarana dan Pra

Sarana Penun_]ang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016;‘

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi .
Khusus Nonﬁ31k Bldang Kesehatan Tahun Anggaran

1'20 17, o
.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Tahun 2016 . tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; ' -
Peraturan - Daerah Kabupaten ‘Bombana Nomor 1 o
- Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan,
Belan_]a Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggar

20 18 i ST . ?
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M» N

MEMUTUSKAN

KABUPATEN BOMBANA

~ BAB r
KETENTUAN UMUM
e Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

7Daerah adalah Kabupaten Bombana : n
Pememntah Daer adalah Pemenntah Kabupaten Bombana o
' Dinas Kesehatan adalah Dmas Kesehatan Kabupaten Bombana e
f,Jamman Persahna'n yang selanjutnya disebut- Jampersal adalah Jamlnan‘
V [pe‘:mblayaan pelayanan persalinan yang mehputl pemeriksaan kehamﬂan |
- ‘pertolongan persahnan,pelayanan nifas  termasuk pelayanan Keluargaj» -

Berencana (KB) pasca persahnan dan pelayanan bay1 baru lahir.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah L
: fas1htas pelayanan kesehatan yang menyelenggaran upaya kesehatanf ,
7 perseorangan tmgkat ‘pertama, - g dengan lebih mengutamakan upaya‘ s

Menetapkan : PERATURAN BUPATI " BOMBANA TENTANG

T S PEMANFAATAN "DANA 'ATAS PEMBAYARAN KLAIM
 PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI‘« S

promotlf dan preventlf untuk mencapa1 derajat kesehatan masyarakat

';;yang set1ngg1—t1ngg1nya di Wllayah keljanya o : :
. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Janngannya yang selanjutnya dlsebut' :
‘Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas adalah sarana pelayanan: : '

kesehatan yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan

. »Rumah Tunggu K?Iahlran yang selanJutnya dlsmgkat RTK adalah suatu. o
bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa =
Ftempat (rumah / bangunan tersendm) yang dapat digunakan untuk tempat
' tmggal sementara bag1 ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas,
‘ -termasuk bay1 yang d11ah1rkannya serta pendampmgnya (suaml/ keluarga/ ‘
: kader kesehatan) ' o ,
Kesehatan Ibu dan anak yang selanJutnya dlsmgkat KIA adalah Upaya di

' bldang Kesehatan yang menyangkut Pelayanan dan Pemeliharaan ibu -
ham11 ‘ibu bersalm 1bu menetek1 bay1 dan anak ‘balita serta anak :

i prasekolah ,
. ;Keluarga Berencana yang selanjutnya dxsmgkat KB adalah gerakan untuk o
S membentuk keluarga yang sehat dan seJahtera dengan membatas1 :
LR ,7'kelah1ran '

. 10.

o ,dlperuntukkan blaya operasmnal RTK, operaswnal ibu hamil, bersalin,
s n1fas tenaga kesehatan pendampmg dan rumah ke RTK maupun RTK ke

Dana Jampefsal adalah merupakan Dana Aloka31 Khusus Non Fisik yang

fasﬂltas kesehatan, -




@ Peraturan Bupat1 ini bertujuan :

;3 - BAB II B :
MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN
S Pasal 2 ' :

e (1) Peraturan Bupat1 1n1 d1maksudkan untuk memngkatkan akses terhadap
g kehamﬂan persahnan mfas , bayi baru lahir dan KB pasca persahnanf
yang dﬂakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang :

d1 fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematlan Ibu

(AKI) Angka Kemahan Bayi (AKB)

S aii.' menlngkatkan Jumlah persahnah di fasﬂltas pelayanan kesehatan

: f,,;(3) Peraturan Bupat1 ini mem111k1 sasaran Sl

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana,v St
b Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bombana,
e Puskesmas yang ada d1 Wllayah kelja D1nas Kesehatan Kabupaten

T

b, menurunkan kasus komphkas1 pada 1bu hamﬂ bersahn dan mfas serta
1 bay1 baru 1ah1r ' : o : * ‘

Bombana ‘~

BABII .
PENYELENGGARAAN o
Pasal 3 o

Dana Jampersal merupakan Dana AlokaSi | Khusus Non Fisik yang

dllaksanakan oleh Dmas Kesehatan Kabupaten Bombana yang mencakup
o semua penenmaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses

@

: pelayanan kesehatan ibu dan anak R :
‘Dana Jampersal %ebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlarahkan untuk
‘ '~memob111sasr persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara d1n1

e telj]admya komphka31 ba1k dalam persahnan ataupun masa nifas.

:“Penyedlaan RTK Irnempertlmbangkan sumber daya kesehatan d1 Desa/ ‘
: f'Kelurahan dan kebutuhan lapangan. -~~~ ~
”‘Dana Jampersal t|1dak boleh dlgunakan untuk memb1aya1 keglatan yang
: telah d1b1aya1 melalul Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Negara, Anggaran
: ‘Pendapatan dan BelanJa Daerah Badan Penyelenggara Jamman Sosml

maupun sumber dana lainnya.

"Dmas Kesehatan : Kabupaten Bombana menetapkan alokas1 dana
{ ‘Jampersal per Puskesmas dengan memperha‘ukan beberapa variabel
~antara lain Juml ‘sasaran ibu hamil, Jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas
L dan tlngkat kesuhtan wﬂayah Jumlah tenaga kesehatan pelaksana diL.

.




(1) Operasmnal RTK

RUAN G LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL o
‘ Pasal 4 o i

a.|RTK - berfungs1 sebaga1 bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya

e Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang

dapat dlgunakan untuk tempat tlnggal sementara bagi ibu hamil yang

: akan melahlrkan hingga nifas, termasuk bayi yang d11ah1rkannya serta

: pendampmgnya (suam1 / keluarga / kader kesehatan),

o : k'b., 1bu ‘hamil | yang berdomlsm d1 daerah dengan akses suht untuk

; sementara t1ngga1 di RTK ‘hingga masa mfasnya (beserta bayi yang
d11ah1rkannya) agar dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan
pertolongan persalman atau Rumah Saklt Umum Daerah '

(2) Krlterla RTK o : S R
oa loka81 berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan Sl

‘ pertolongan per' ahnan atau Rumah Saklt Umum Daerah

b rumah m111k penduduk atau rumah yang dlbangun oleh pemenntah

v desa/ Kelurahan, dan

' c. _mempunya;;ruangan tldur dapur kamar mand1 _]amban aJr ber31h dan o

Ventilasi serta sumber penerangan (hstrlk)

(3) Blaya operasmnal 1bu ham11 mfas tenaga kesehatan dan pendampln g :

(suam1 / keluarga / kaderkesehatan / sukarelawan kesehatan)
Blaya operasmnal yang dlgunakan untuk: |

Car ibu hamil yang akan bersahn serta bayl bafu dﬂahlrkan, f‘ - "
kb ibu nifas; - L b

c. tenaga kesehatan; dan

d* pendamplng (suami/ keluarga / kader kesehatan)

Pasa15 IR ;
V‘PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL ‘

Pemanfaatan dana Jampersal mehputl

a. blaya operasmnal TK terdiri dari : s

~ l.biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun, iR

2 belanja langganan daya (blaya listrik; air, d11)

b. biaya operas1ona1 ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan
g pendampmg d1 RTK terd1r1 dari: Biaya konsum31 ibu hamil, bersahn nifas -
. serta pendamplng (suami/ keluarga/ kader - kesehatan/ sukarelawan =~

o kesehatan) selaIna di RTK; : : :

b1aya transporta81 dan/ atau ‘pexjalanan dlnas 1bu hamll nlfas dan bay1
baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fas1htas kesehatan dan

' ~sebal1knya terdm dan S RO AT : : /




: 1. b1aya transporta<.1 atau pembellan bahan bakar kendaraan untuk pergi

pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan
persahnan atau Rumah Sakit

, k‘2 blaya transportam atau pembehan bahan bakar kendaraan untuk pergl

. pulang dari rumah ke RTK; S

- - 3./biaya transportaal atau pembehan bahan bakar kendaraan untukperg1

pulang dari ruma_h tunggu kelahiran ke fasﬂltas kesehatan

4.|biaya. pezjalanan dinas bagi petugas Kesehatan baik dalam maupun luar
| wﬂayah mengaCUL pada ketentuan perjalanan dlnas yang dltetapkan oleh_.
pemermtah KabULpaten Bombana

. d biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsultas1
e e. pembehan alat tuhs kantor dan penggandaan

‘ S BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

I

| i Mon1tor1ng dan evalua31 penyelenggaraan dllakukan secara berjenjang oleh

| : D1nas Kesehatan Kabupaten Bombana di tlngkat Puskesmas

gl

momtormg dilakukan oleh petugas~ kesehatan = untuk vmehhat

== ;perkembangan keglatan d1 puskesmas dan mengumpulkan data hasﬂ

keglatan tersebut ;
i momtormg dan evaluas1 : d1 Puskesmas d1lakukan “oleh petugas»

‘ aktlﬁtas tim kerja, dan
‘ monltonng dan evaluasi d1 Kabupaten dllakukan oleh Dmas Kesehatan B
: Kabupaten Bombana untuk memperoleh gambaran tentang kemaJuan,

kesehatan /bidan, 1 untuk melakukan komp11as1 keglatan rencana ket]a dan

o , 1mplementas1 rencana kerja petugas kesehatan/ bidan dan akt1v1tas yang '

terka1t pelayanan kesehatan ibu dan anak

B = BAB VII
U PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
: BESARAN BIAYA OPERASIONAL
~ Pasal 7

(1) Prm31p dan sasaran dalam penetapan tanf ’ndit‘etapkan dengan
memperhatlkan blaya penyedlaan pelayanan kesehatan ‘kemampuan

‘ masyarakat aspek keadllan dan efekuﬁtas pengendahan atas pelayanan
: tersebut

5 (2) Blaya sebaga1mana dlmaksud dalam ayat (1) mehpu‘a

a. biaya operas1ona1 RTK

: b biaya operasmnal ibu haihll bersalm, mfas dan pendamplng dan

c biaya per_]alanan dlnas petugas kabupaten

RRE ) Dalam hal penetapan tanf hanya menutup sebaglan blaya [ﬂp




e

, Pasa18 ; o : : S
i Besaran blaya operasmnal dalam pemanfaatan dana atas pembayaran klaum
,program Jamman Persahnan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan .

Kode

: Rekgnmg' =

" jaringannya di Kabupaten Bombana

Uralan e

Rincian Perhitungan

:Vol g

- Satuan

+. ‘Harga °.

‘Satuan

' Jumlah ;;:

5.2.1.06.01

Belanja Honoranum Keglatan B

- Belan_]a Honorarlum

- Pengelola Jampersal

vPaketk :

| 45.000.000

45.000.000

5.2.2.03.02

- | Belanja Jasa Kantor /'«

- Belanja A‘lr Rumah Tunggu
' Kelahlran '

| Paket

4.000.000

4.000.000

5.22.03.03

Belanja Listrik =

- Belanja L’astrxk Rumah |

~Tunggu Kelahiran

| Paket

6.000.000

6.000.000

~ [52201.05

‘ Belanja Peralatan Kebersxhan B
o dan Bahan Pembersih -

- Belanja alat’ dan bahan’

. pembersih Rumah Tunggu’ .

Kelahu'arll

| Paket

10.000.000

'10.000.000

52.2.07.02

‘Belan_]a sewa -

gedung / ka’ntor / tempat ;
-'Belanja sewa Rumah Tunggu

* Kelahiran

20

RTK

- | 9.550.000

| 9.550.000

(5221104

Belanja makanan dan -

minuman kegiatan -

- Belanja makan minum
“bumil da‘n pendampmg di -
Rumah ’l‘unggu Kelahlran '
. Bumﬂ 250 org |

- Pendamplng 250 org .
| selama 5 hari -

2500

l40.000

100.000.000

5.2.2.15.01

Belanja Peljalanan Dmas

,Dalam Dae::rah
- Transpox"t ruJukan dan
-~ rumah ke Rumah Tunggu

Kelahlralx'l , ;
- Transport rujukan dari

Puskesmas ke Rumah Sakit
- Penggalangan Komitmen -

Lintas S ektor Rumah

Tunggu Kelahiran dan S B
Persalman di Faskes tmgkat Sk

v Kecamatan : ,

- Pengawa{san dan Pembxnaan‘
Rumah Tunggu Kelahlran

- Mpnev kegiatan Jampersal

Pakef

Pa.ket v

| Paket

| Paket

Paket

250.000.000
| 300.000.000°
150.000.000

31.800.000

{ 35.000.000

250.000.000
300.000.000
150.000.000

31.800.000

35.000.000

[52238.02

Belanja Jasa Rujukan Pasien - |
- Belanja ‘pértolongani )
persalinan normal dan -

komplikasi,KB pasca
‘ persahnan dan perawatan
bay1 baru lahir

»305'0» »

Bulin

| 600.000

1.830.000.000

2 952.800.000

/I‘r
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Pasal 9
_ Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sebaga.l Perangkat Daerah d1 bldang i

| kesehatan bertmdak sebaga1 penanggung]awab atas pelaksanaan Peraturan
Bupat1 ini. S I ' S

~ AB VIII :
' KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

o ', Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan ; ; B

Agar setlap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan
: 'Bup ti 1n1 dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Bombana "

A e B R | Dltetapkan d1Rumb1a ;
. [ A__,,',: S I e W“;-: o pada tanggal 8 Maret 2018
i i PARAF KOORDINASI e

NO UMT/SATUAN KERJA PARM ;

4 | b & ,/ﬂf Bt /1
__»i;*,_ﬁd kaM-h |

Dlundangkan d1 Rumb1a : S R

BUPATI BOMBANA

SEKRETARIS DAEizAH',I‘f
KABUPATEN BOMBANA

. fBERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 20 18 NOMOR




